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ABSTRAK

Jumarthi Achmad, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi
Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Haeruddin Saleh dan Chahyono).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
akuntanbilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja
anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Teknik pengumpulan
data melalui observasi, serta kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif, uji instrument penelitian, uji asumsi klasik,
analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil pengujian parsial maka diketahui bahwa akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara parsial
terhadap kinerja anggaran. Sedangkan dari hasil pengujian secara serempak maka
diperoleh hasil bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kinerja
anggaran. Kemudian dari hasil penelitian menemukan bahwa akuntanbilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran, Transparansi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran, dan Partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dari hasil
pengujian regresi maka diketahui bahwa variabel yang dominan berpengaruh
terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur adalah partisipasi penyusunan anggaran.

Kata kunci : akuntanbilitas, transparansi, partisipasi penyusunan anggaran dan
kinerja anggaran
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan
dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
(UU. No. 23 tahun 2014). Pemerintah daerah merupakan kepala daerah yang
dipercayakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan penerimaan daerah
yang merupakan pelaksana untuk penerimaan yang menjadi kewenangan
daerah otonomi.

UU. No 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang menyatakan
bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara. Keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh Kkinerja organisasi sektor publik,
hal ini didukung oleh pendapat Mahmudi (2016:1) bahwa kinerja organisasi
sektor publik harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan, karena sektor publik merupakan sektor yang dinamis maka

manajemen sektor publik harus selalu menyesuaikan dengan dinamika



perkembangan lingkup organisasi, sosial, budaya, politik dan teknologi.
Kinerja (performance) merupakan bagian yang penting khusus di sektor pubik,
alasannya karena kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi guna mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi tersebut, Mahmudi (2016:35).

Kinerja dalam suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana
organisasi dapat mencapai tujuan yang didasari pada tujuan yang didapatkan
pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang dimaksud
mengacu pada luaran seperti yang ditegaskan oleh Moeheriono (2012:65)
bahwa kinerja menekankan pada apa yang dihasilkan (output) dari fungsi-
fungsi suatu pekerjaan atau manfaat yang keluar (outcome). Pentingnya kinerja
dalam suatu organisasi pemerintahan maka perlu dilakukan pengukuran
kinerja, dimana sistem pengukuran Kinerja yang berorientasi publik dapat
membantu kinerja pemerintah, pengalaman sumber daya dan membantu
keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki
komunikasi dan kelembagaan.

Pentingnya fungsi dan pengukuran kinerja maka pemerintah membuat
sistem pengukuran kinerja dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Dalam PP. No. 7 tahun 1999 bahwa dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Kkinerja instansi
pemerintah. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimaksudkan

untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan



tujuan organisasi, sehingga pengukuran kinerja yang difokuskan dalam
penelitian ini adalah kinerja anggaran.

Kinerja anggaran yang lebih dikenal dengan anggaran berbasis kinerja
merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya dalam
pencapaian hasil kerja atau output dan perencana alokasi biaya atau input yang
ditetapkan. Sehingga Anggarini dan Puranto (2010:99) yang mengemukakan
bahwa sistem penganggaran kinerja merupakan suatu sistem penyusunan
anggaran yang menekankan pada hasil dan pengendalian belanja. Sistem ini
terutama berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (output) dengan
hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan
efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Perencanaan kinerja anggaran atau anggaran berbasis kinerja mendesain
program perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai dalam suatu entitas
penggunaan anggaran (budget entity), oleh karena itulah terdapat sejumlah
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran diantaranya akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran.

Secara konseptual, akuntabilitas mengacu pada adanya kewajiban bagi
pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang menilai
hasil dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut Anggarini

dan Puranto (2010:24). Akuntabilitas berpedoman terhadap kinerja anggaran,



hal ini didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum (2017) yang
menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja anggaran, sedangkan Adiwirya dan Sudana (2015) bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Selain itu
Purnomo dan Putri (2018) bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap
kinerja anggaran, sedangkan Arifani (2018) yang menemukan bahwa
akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Penelitian ini
ditemukan ada riset gap karena terdapat perbedaan dari hasil temuan yang
dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam good corporate
governance, dimana transparansi dapat dimaknai sebagai tersedianya informasi
yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses
pembentukan. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hal ini
didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Setiyaningrum (2017) menemukan
bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
anggaran, sedangkan Adiwirya dan Sudana (2015) bahwa transparansi
berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja, selain itu Purnomo dan
Putri (2018) menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriandi (2017) yang
menemukan bahwa transparansi memiliki hubungan negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja organisasi nirlaba. Dengan demikian dalam
penelitian ini ditemukan ada riset gap karena dalam penelitian sebelumnya

tidak konsisten.



Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja anggaran yaitu partisipasi
penyusunan anggaran. Dimana partisipasi penyusunan anggaran menciptakan
kesempatan pada bawahan untuk terlibat dan mempengaruhi proses
penyusunan anggaran. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran yang
salah satunya adalah partisipasi penyusunan anggaran, hal ini didasari dari
penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Sumiati (2014), hal ini
menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Wibawo (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
sedangkan hasil penelitian Handayani (2011) menemukan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Ashari (2013) menemukan bahwa partisipasi penyusunan
anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada sejumlah kantor
SKPD.

Hasil penelitian ini ditemukan ada perbedaan penelitian, hal ini dapat
dilihat dari review penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Sumiati (2014),
Wibowo (2017) dan Handayani (2011) menemukan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran,
dan penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2013) tidak dapat membuktikan
bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap Kkinerja

anggaran.



Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang aktivitasnya
memberikan pelayanan kepada publik, di mana visinya adalah Kabupaten
Luwu Timur Terkemuka 2021. Salah satu misinya adalah mendorong reformasi
birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan
pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat akuntabilitas Kkinerja atau
pertanggungjawaban atas hasil yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan

capaian kinerja, seperti tampak pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Tingkat Kinerja pada Pemerintahan Luwu Timur Tahun 2015-2018

Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No. Komponen yang dinilai
2015 2016 2017 2018
1.  Perencanaan Kinerja 13,09 14,28 15,61 16,61
2. Pengukuran kinerja 10,73 11,31 14,43 14,78
3. Pelayanan kinerja 8,40 9,86 10,06 11,46
4.  Evaluasi kinerja 1,92 411 4,57 4,57
5. Laporan kinerja 10,84 8,48 11,20 10,67
Nilai Hasil Evaluasi 44,98 48,04 55,86 58,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C c CcC CC

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur, 2019

Keterangan:
AA Memuaskan skor 85-100
Sangat baik skor 75-85
B Baik skor 65-75
CcC Cukup baik skor 50-65
C Agak kurang skor 30-50
D Kurang skor 0-30




Tabel 1.1 menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun terakhir bahwa tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran masih rendah dengan penilaian C atau agak kurang
khususnya untuk tahun 2015 dan 2016, sedangkan penggunaan anggaran pada
tahun 2017 dan 2018 dengan penilaian CC atau cukup baik, namun hal ini tidak
seimbang dengan capaian Kkinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, seperti pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Tahun An(ggs)ran Re(??l |;)aS| Ca(g/zz;an
2014 1.113.368.169.988 945.141.334.959 84,89
2015 1.352.626.409.909 1.185.958.025.904 87,68
2016 1.553.764.811.738 1.374.892.757.226 88,49
2017 1.544.366.403.790 1.416.274.050.515 91,72
2018 1.594.482.428.669 1.520.109.640.933 95,94

Sumber Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, 2019

Data tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih rendah, sedangkan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup baik mencapai 100 persen,
sehingga peneliti melakukan kajian kinerja anggaran dalam penelitian ini
dipengaruhi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran. Akuntabilitas
mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Tanjung (2014:11) bahwa
akuntabilitas merupakan usaha untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan anggaran yang



dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik. Transparansi mengacu pada teori yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2010:30) bahwa transparansi berarti
keterbukaan openness pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi dan partisipasi anggaran yang mengacu pada teori
Brownell (1982:110) bahwa partisipasi anggaran menunjukkan seberapa
luasnya individu terlibat dan memiliki pengaruh dalam penentuan anggaran,
sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini dengan memilih judul :
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran

Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Kkinerja anggaran pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja
anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Luwu Timur.



C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur.

3. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

4. Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran
secara simultan terhadap Kkinerja anggaran pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur,

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

a) Untuk memperkaya khasanah ilmu manajemen di sektor publik
khususnya berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
penyusunan anggaran dan kinerja anggaran.

b) Mengembangkan teori dan menguji secara empirik mengenai pengaruh
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi penyusunan anggaran

terhadap kinerja anggaran.
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2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a) Memberikan kontribusi bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten
Luwu Timur dalam meningkatkan kinerja anggaran dan faktor yang
perlu mendapat perhatian utama yang dipandang penting dalam
meningkatkan kinerja anggaran pada Pemerintah di Kabupaten Luwu
Timur.

b) Memberikan manfaat pada para pengambil kebijakan dalam
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar dapat

meningkatkan kinerja anggaran di waktu yang akan datang.

E. Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini mengkaji kinerja Pemerintah Daerah
khususnya di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014-2018 dengan
menggunakan 3 variabel independen (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
penyusunan anggaran), serta menggunakan 1 variabel dependen (kinerja
anggaran) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas dengan indikator SOP, penyelenggaran urusan pemerinta-
han, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan
Kinerja penyelenggara negara, dan sistem pengawasan.

2) Transparansi dengan indikator informatif, keterbukaan dan pengungkapan.

3) Partisipasi penyusunan anggaran dengan indikator keterlibatan kepala
SKPD dalam proses penyusunan anggaran, alasan kepala SKPD dalam

merevisi anggaran yang diusulkan, frekuensi pemberian saran dan
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pendapat, pengaruh kepala SKPD dalam anggaran akhir, pentingnya

kontribusi yang diberikan serta frekuensi penyampaian pendapat.

4) Kinerja anggaran dengan menggunakan indikator ekonomis, efisiensi dan

efektivitas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dalam pembahasan terdiri dari lima bab,

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup
penelitian, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang landasan teori
yang terdiri dari pengertian akuntabilitas , jenis-jenis akuntabilitas,
pengertian transparansi, pengertian  partisipasi  penyusunan
anggaran, pengertian Kinerja anggaran, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

METODE PENELITIAN, menguraikan tentang jenis penelitian,
lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian,
variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, serta definisi operasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan
tentang gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi organisasi,
struktur organisasi, analisis deskripsi karakteristik responden,

deskripsi variabel penelitian, pengujian instrument penelitian
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(uji validitas dan reliabilitas), analisis regresi linear berganda,
pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis (uji t dan f) serta
pembahasan.

BABV  PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran-saran



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Setiap organisasi pemerintah daerah memiliki visi dan misi dalam
mencapai tujuan pemerintah daerah melalui kinerja anggaran, oleh karena itu
untuk meningkatkan kinerja anggaran pemerintah maka dibutuhkan adanya
manajemen. Manajemen menurut Griffin (2017:9) adalah sebuah proses
perencanaan, proses organisasi, proses kordinasi, dan proses kontrol terhadap
sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.
Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan suatu
proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara bekerja sama
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha anggota organisasi dalam pencapaian tujuan
yang sudah ditetapkan sebelumnnya. Suatu organisasi sangat membutuhkan
manajemen dalam beberapa hal, khususnya manajemen keuangan daerah
karena terkait dengan anggaran.

Untuk mencapai tujuan organisasi khususnya kinerja anggaran maka
manajemen keuangan daerah sangat penting dalam hal ini pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pengawasan hal tersebut sesuai dengan

Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP.
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No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Proses penyusunan
anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan sangat
mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Ada 3 subtansi yang akan diuji
dalam penelitian ini yakni menggunakan teori akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi penyusunan anggaran.
1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu
accountability yang artinya berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk
dipertanggungjawabkan atau keadaan diminta untuk pertanggungjawaban.
Akuntabilitas (accountability) adalah berfungsinya seluruh komponen
penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan juga kewenangannya
masing-masing.

Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-
individu maupun penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-
sumber daya publik dan juga yang bersangkutan dengannya untuk bisa
menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas
berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam
pencapaian hasil pada pelayanan publik dan juga menyampaikannya secara
transparan kepada masyarakat umum.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan
harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi

kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh
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Haris (2017:349) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-
individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya
publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Sedangkan menurut Djalil (2014:63) memberikan definisi akuntabilitas
sebagai berikut :

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi
publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif
parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara
lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep
seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat
dipertanyakan (answerbility), yang dapat dipersalahkan (blame-
worthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat
menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011:30) mengatakan bahwa
“Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan
kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi‘.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok
dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan
dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan
yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Mahmudi (2016:219) mendefinisikan bahwa akuntabilitas adalah
kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor
publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan
untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber
dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari
berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan
seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak
yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti
pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good
governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik
merupakan isu menuju clean governance atau pemerintahan yang bersih.
Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan
pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala
tindakan pemerintah, tidak hanya sebatas menyediakan laporan Kinerja secara
transparan namun perlu mempertimbangkan aspek nilai di dalam masyarakat
seperti yang dikemukakan Kumorotomo (2013:4) bahwa:

Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau
pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai
yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut
mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Akuntabilitas juga mengandung pengertian sebagai pemberian

informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada
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pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah harus
mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan
hanya pertanggungjawaban vertical.

Beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan, memperlihatkan
bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna
mewujudkan Good Governance. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan
kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan.
Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih luas dari lingkup tanggungjawab
keluar pemerintah saja. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan
keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan
sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus
memperoleh pengawasan dari masyarakat.

Akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam
Nanang Fattah (2013 : 92) adalah :

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-
jawaban atau menjawab dan menerangkan Kkinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasi-
kan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang
mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut akuntabilitas
spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan
dan orang sekeliling.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-

tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam
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mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perangkat indikator akuntabilitas dikemukakan oleh Sangki (2017)
yaitu sebagai berikut :

Adanya Standart Operating Procedure

Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan.
Mekanisme pertanggungjawaban

Laporan tahunan

Laporan pertanggungjawaban

Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara

Sistem pengawasan

Mekanisme reward and punishment

©o~Nogak~wdE

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung-
jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang
mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi
pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik
dipublikasikan, laporan laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan
umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang independen. Anggaran tahunan
secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik,
sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk
manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi

b. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban

aparatur sebagai tim pelaksana pengelola APBD yang berkewajiban untuk
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melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan
kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat
program, daerah dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang
meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Sisi internal seseorang
akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-
nya, sedangkan akuntabilitas sisi eksternal seseorang yaitu akuntabilitas orang
tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan)
maupun lingkungan masyarakat.

Menurut Mahmudi (2016:23) akuntabilitas dalam lembaga publik
dibagi menjadi lima bagian yakni:

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang
berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang
ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan
dan wewenang yang dimiliki.

b) Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan
dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan
efisien.

c) Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan

program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini
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harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bisa berjalan
dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program
yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.

d) Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan
pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan
keputusan yang sudah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang
berperan dalam lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan
setiap kebijakan yang sudah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan
pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif
yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan yang akan atau telah diambil.

e) Akuntabilitas Finansial
Jenis akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga
publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan.
Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut
didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam
pertanggungjawaban lainnya.

Rosjidi (2011:145) menyebutkan kedua akuntabilitas tersebut sebagai

berikut :

a) Akuntabilitas internal (internal accountability)

b) Akuntabilitas eksternal (external accountability)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas yang dapat diuraikan

sebagai berikut :
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a) Akuntabilitas vertikal (internal)
Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara
hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan
langsungnya mengenai perkembangan Kkinerja atau hasil pelaksanaan
kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

b) Akuntabilitas Horizontal (eksternal)
Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga Negara
sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat
yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk
dikomunikasikan kepada pihak ekternal (masyarakat luas) dan
lingkungannya (public or external accountability and environment)

Mahsun (2015:85-87) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas
tidak hanya pada bidang keuangan saja. Selain keuangan, akuntabilitas juga
terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1) Akuntabilitas fiskal, yaitu akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan
dengan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi;

2) Akuntabilitas undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan
baik oleh para pemegang amanah;

3) Akuntabilitas program, vyaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan
bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan;

4) Akuntabilitas hasil, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana
efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan

masyarakat
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5) Akuntabilitas kejujuran, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power);

6) Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas setiap
kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dari jenis-jenis akuntabilitas maka dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis yakni akuntabilitas fiskal, Akuntabilitas
undang-undang maupun peraturan, Akuntabilitas program, Akuntabilitas hasil,

Akuntabilitas kejujuran, dan akuntabilitas kebijakan.

c. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah  harus
mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada
publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik
merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik
adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang
menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait
dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa
yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik
(Mahmudi, 2016:9)

Mardiasmo (2010:12) menambahkan dimensi akuntabilitas financial

yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat
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laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada
pihak luar.
Menurut Mardiasmo (2010:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik menyatakan bahwa :

a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity
and legality).
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah
disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Akuntabilitas Proses (Process accountability)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
informasi  akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian
pelayanan publik yang cepat responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan,
misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan
lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan
pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan
kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas

proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk
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melaksanakan proyek-proyek public, yang harus dicermati dalam pemberian
kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair
melalui compulsory competitive tendering (CCT) ataukah dilakukan melalui
pola korupsi dan Nepotisme (KKN). Process accountability dalam hal ini
digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan
kegiatan yang ditentukan (planning, allocating and managing).

c¢) Akuntabilitas program (Program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal. Program accountability di sini akan disoroti penetapan dan
pencapaian tujuan yang telah  ditetapkan tersebut  (outcomes
andeffectiveness).

d) Akuntabilitas kebijakan (Policy accountability). Akuntabilitas kebijakan
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa
melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan
akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat
menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara
efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.
Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan

diterapkan atau tidak (value).
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Adapun yang menjadi dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
organisasi sektor publik adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas
hukum, Akuntabilitas Proses, akuntabilitas program serta akuntabilitas

kebijakan.

2. Transparansi
a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang dapat
mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan
umum. Menurut UU No.28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, azas
keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah azas
untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia negara.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti
adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga
pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu
keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan
pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak

yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
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Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti. Ada beberapa pengertian tentang
transparansi publik yaitu:

Standar Akuntansi Pemerintah (2015:22) menyatakan bahwa

transparansi adalah sebagai berikut:

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
danjujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2010:30) definisi transparansi adalah sebagai:

Transparansi berarti keterbukaan openness pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan
informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas
politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.
Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat
struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi
fisiknya serta laporan pertanggunjawaban tahun lalu.

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi
merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Meijer (2013:5) mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang
luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan

manfaatnya olen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk
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pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang
memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan
mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik.

Terdapat tiga definisi tranparansi yang diamati dalam sebuah
organisasi, Yyaitu transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagali
akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan,
transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai stratejik atau
akuntabilitas mimetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan
yang terkait dengan lingkungannya, serta transparansi adalah tindakan
proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen
dengan pemangku kepentingan (L6pez dan Torres, 2017:6)

Selain itu Mahsun (2015:32) menyatakan bahwa transparansi adalah

sebagai berikut :

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian transparansi  tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
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Transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Definisi Transparansi menurut Tanjung (2014:11) sebagai berikut :

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan menurut David O. Renz (2016:103) definisi transparansi
yaitu sebagai berikut :“Transparency which involves collecting information
and making itavailable and accessible for public scrunity.”

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015:44) yaitu:

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan.

Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara
menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan
sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah
dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkkan informasi.

Keterbukaan informasi publik telah di atur dalam UU No.14 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :

Bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai.
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Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
kemudian hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik
adalah merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Bahwa pengelolaan
Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan

masyarakat informasi.

b. Karakteristik Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti
adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi atau
keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan
dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang
ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi
yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa
diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh
organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh
publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada
kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga berkaitan dengan kinerja

lembaga dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat.
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Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2010:19)
mengemukakan Kkarakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative),
Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). Berikut adalah
penjelasan dari karakteristik transparansi :

Menurut Mardiasmo (2010:19) karakteristik Transparansi yang harus
dipenuhi meliputi sebagai berikut :

1. Informativeness (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data,

fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan

akurat.

a. Tepat Waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik,
serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan
tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan

informatif yang memadai atas hal-hal material.
c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
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d. Akurat
Informasi  harus Dbebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak
menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan
informasi tersebut.
e. Dapat Diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode
waktu dan dengan instansi yang sejenis.
f. Mudah Diakses
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak
2. Openess (keterbukaan).
Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk
memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan
publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi
publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh
Undang-Undang.
3. Disclosure (pengungkapan)
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas
aktivitas dan kinerja finansial
a. Kondisi Keuangan
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi

atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
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b. Susunan Pengurus
Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan
menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran
a. Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan salah satu pendekatan buttom-up dalam
proses penyusunan anggaran, dimana aliran data anggaran dalam suatu system
partisipatif berawal dari tingkat tanggungjawab yang lebih rendah kepada
tingkat tanggungjawab yang lebih tinggi. Setiap orang yang mempunyai
tanggungjawab atas pengendalian biaya atau pendapatan harus menyusun
estimasi anggarannya dan menyerahkannya kepada tingkat manajemen yang
paling tinggi. Estimasi tersebut kemudian ditinjau ulang dan dikonsolidasikan
dalam gerakannya ke arah tingkat manajemen yang lebih tinggi (Garrison,
2013:384).

Menurut Bagus (2010:19) definisi partisipasi penyusunan anggaran
adalah :

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan
bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut
akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya,
dengan kata lain pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara
dalam prosesnya.

Pengertian partisipasi menurut Mulyadi (2010:513) mengatakan

bahwa: Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan keterlibatan
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yang meliputi pemberian pendapat dan usulan dari bawahan kepada pimpinan
pada saat penyusunan anggaran.*

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh
dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat
keputusan tersebut. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti
keikutsertaan operating managers dalam memutuskan bersama dengan komite
anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang datang yang akan
ditempuh oleh operating managers tersebut dalam pencapaian sasaran
anggaran.

Agung (2010:19) menjelaskan bahwa : *“ Partisipasi adalah suatu proses
pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana
keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang
membuatnya “.

Garrison (2013:385) mengartikan anggaran partisipasif merupakan
anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh
manajer pada segala tingkatan.”

Menurut Mowen (2013:223) mendefinisikan bahwa :

Partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang
memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja
anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran,
partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada
para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa
partisipasi anggaran adalah adanya keikutsertaan para manajer dan bawahan
secara komunikatif dalam proses penyusunan anggaran, dimana informasi yang

dibutuhkan para manajer dapat diberikan oleh para bawahan secara aktual
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sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang baik dalam suatu anggaran
tanpa mementingkan kepentingan manajer saja tapi juga bawahan dan
mencakup perusahaan secara keseluruhan.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah seberapa luasnya individu
terlibat dan memiliki pengaruh dalam penentuan anggaran (Brownell,
1982:112). Untuk menilai partisipasi penyusunan anggaran digunakan enam
instrument pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Milani (1975) dalam
Nurcahyani (2010) yang terdiri dari 6 indikator, meliputi:

Keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran;
Alasan atasan dalam merevisi anggaran yang diusulkan;
Frekuensi pemberian saran dan pendapat;

Pengaruh manajer dalam anggaran akhir;

Pentingnya kontribusi yang diberikan;

Frekuensi penyampaian pendapat

o~ E

b. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran

Salah satu aspek penting dari penganggaran adalah dimasukkannya
pertimbangan perilaku. Bagaimana wujud dan gambaran manusia dalam suatu
organisasi bisnis merupakan inti dari proses penganggaran. Anggaran adalah
suatu rencana tertulis, karenanya selintas anggaran tidak memiliki unsur
manusia dan sedikit otomatis. Hal itu jauh berbeda dari kenyataan, anggaran
adalah alat utama yang digunakan manajer untuk menilai bawahannya.
Anggaran digunakan sebagai suatu standar untuk mengukur kinerja seseorang
(Sadeli dan Siswanto, 2010:136).

Mowen (2013:225) salah satu manfaat yang didapat dari pasrtisipasi

anggaran mengkomunikasikan, mendorong Kkreativitas serta meningkatkan
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tanggungjawab dan tantangan manajer level bawah dan menengah yang
mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi.

Partisipasi penyusunan anggaran secara khusus memberi manfaat
terhadap kinerja manajerial bagi pertanggungjawaban ketika organisasi
dihadapkan pada ketidakpastian. Diikutsertakannya manajer dalam  proses
penyusunan anggaran merupakan bagian terpenting, karena mereka yang
paling mengetahui informasi tentang tentang partisipasi penyusunan anggaran
Nafarin (2012:9).

Keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam
penentuan anggaran akan mendapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga
tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih besar. Partisipasi anggaran
pada intinya menuntut adanya kerjasama untuk menyusun anggaran. Karena
manajemen puncak biasanya kurang mengetahui operasi secara terperinci
sehari-hari sehingga membutuhkan data anggaran terperinci dari bawahannya.
Di sisi lain, manajer puncak mempunyai prespektif strategis secara menyeluruh
dalam pembuatan anggaran secara umum.

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan antara manajer atas
dengan bawah untuk menentukan proses penggunaan sumber daya pada
aktivitas dan operasi perusahaan mereka (Eker, 2007). Brownell (1982:112)
menyebutkan bahwa partisipasi anggaran merupakan proses yang melibatkan
individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh
dalam penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya dinilai dan kemungkinan

dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka.
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c. Keunggulan Partisipasi Penyusunan Anggaran
Garrison (2013:384) menyatakan keunggulan anggaran partisipatif
adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang pada tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang
pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.

2) Estimasi anggaran yang dibuat oleh manajer lini depan sering kali lebih
akurat dan andal dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh manajer
puncak yang kurang memilki pengetahuan mendalam mengenai pasar dan
operasi sehari-hari.

3) Timbul motivasi yang lebih tinggi bila individu berpartisipasi dalam
menentukan tujuan mereka sendiri, dibandingkan bila tujuan tersebut
ditetapkan dari atas.

4) Seorang manajer yang tidak dapat memenuhi anggaran yang ditetapkan dari
atas selalu dapat berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis dan tidak
mungkin untuk dicapai. Dengan anggaran yang ditetapkan sendiri, alasan
semacam ini tidak akan timbul.

Anthony dan Govindarajan (2015:93) menyatakan bahwa penganggaran
partisipatif memiliki dua keunggulan, yaitu:
1. Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran
tersebut berada dibawah pengawasan manajer.
2. Penganggaran partisipatif menghasilkan pertukaran informasi yang
efektif antara pembuatan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang dekat

dengan produk dan pasar.
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d. Kelemahan Partisipasi Penyusunan Anggaran

Mowen (2013:448) ada tiga potensi masalah yang menjadi kelemahan

dalam partisipasi anggaran yaitu :

1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

2) Membuat kelonggaran dalam anggaran (sering disebut sebagai Menutup
anggaran).

3) Partisipasi semu (Pseudoparticipation).

Tujuan yang dianggarkan cenderung menjadi tujuan manajer saat
partisipasi anggaran dimungkinkan, membuat kesalahan semacam ini dalam
menyiapkan anggaran dapat mengakibatkan penurunan tingkat Kkerja.
Partisipasi yang terlalu ketat dapat memastikan kegagalan dalam pencapaian
standar dan membuat manajer frustasi. Triknya adalah membuat para manajer
dalam anggaran partisipatif menetapkan tujuan yang tinggi, tetapi dapat
dicapai.

Kelonggaran anggaran (budgetary slack) atau menutup anggaran
(Padding the budget) muncul ketika seorang manajer memperkirakaan
pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja. Manajemen
puncak harus berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan para
manajer tingkat bawah dan menyediakan input untuk menurunkan kelonggaran
dalam anggaran.

Partisipasi semu merupakan partisipasi palsu dari para manajer tingkat
bawah atas proses penganggaran yang sudah ditetapkan jumlahnya oleh

manajemen puncak. Manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan
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formal anggaran dari para manajer tingkat bawah bukan untuk mencari input
sebenarnya, akibatnya tidak satu pun manfaat keperilakuan dari partisipasi
yang akan didapat.

Masalah-masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi manajemen
perusahaan agar kemungkinan untuk terjadi dapat diminimalisir. Penetapan
standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat di atasi dengan mengajak
para manajer berpartisipasi dalam menentukan target anggaran yang tinggi
tetapi realistis untuk dicapai. Manajer puncak harus memeriksa kembali
anggaran yang diusulkan bawahannya secara saksama serta memberikan

masukan bila dibutuhkan.

4. Pengertian Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran adalah performance budgeting penilaian dan
pengukuran suatu harga anggaran yang digunakan untuk memproduksi
dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa; penilaian dan
pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke
dalam suatu kategori yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut.

Kinerja anggaran dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu
entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan
pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat
digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi
daerah.

Kinerja anggaran mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan

tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan
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dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat
mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap
program. Penganggaran dengan pendekatan Kinerja ini berfokus pada efisiensi
penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan
antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output
yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang
dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak
hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada
sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu
yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya
yang cukup dan peng-gunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional,
penganggaran dengan pendekatan Kinerja ini disusun dengan orientasi output .
Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka
mindset Kkita harus fokus pada "apa yang ingin dicapai”. Kalau fokus ke
"output”, berarti pemikiran tentang "tujuan” kegiatan harus sudah tercakup di
setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada
segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil
kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur untuk menunjang keberhasilan sistem
anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran
dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem
penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran

tahunan maka akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia
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dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga
dengan kinerja anggaran

Untuk dapat menyusun kinerja anggaran maka terlebih dahulu harus
disusun perencanaan strategik atau dinamakan dengan Renstra. Penyusunan
Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada
di dalam pemerintahan dan masyarakat . Agar sistem ini dapat berjalan dengan
baik maka perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar
harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program kebijakan sesuai
dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian
kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan. Untuk melakukan suatu
pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara
lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode
kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran,
maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai
kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa
Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja anggaran digunakan sebagai dasar untuk melakukan

penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi,
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program atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis
untuk menilai apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah
apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat
perencanaan. Nordiawan (2010 : 158). Menurut Darise (2010:146) mengatakan
bahwa kinerja anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program
termasukefisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa
penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga)
prinsip, yaitu: prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan
pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi
(moneyfollow function), prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja
(output andoutcome oriented), dan prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran
dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).

Sebelum adanya sistem anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran
tradisional cenderung menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur
tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung
boros. Namun dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja, dominasi
pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost
awareness, audit keuangan, audit kinerja, dan evaluasi kinerja eksternal.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut

Anugriani (2013) adalah :
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1. Ekonomis,
2. Efisiensi,

3. Efektivitas, Equity, Equality.

. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman
dalam penelitian ini adalah dengan melihat dari beberapa penelitian yang
dilakukan oleh masing-masing peneliti dapat dilihat melalui uraian

berikut ini :



Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No. Nama Judul Penelitian RO Variabel Penelitian Hasil Penelitian
Masalah
1 | Cindy Arifan | Pengaruh akuntabilitas, | 1.Apakah akunta-bilitas | Akuntabilitas, transparansi, [Akuntabilitas tidak ber-pengaruh
(2018) transparansi dan penga- | berpenga-ruh terhadap | pe-ngawasan dan kinerja | terhadap  kinerja ~ anggaran
wasan terhadap Kkinerja | Kki-nerja anggaran anggaran berbasis value for | berbasis value for money,
anggaran berbasis value | 2.Apakah transpa-ransi | money transparansi ber-pengaruh
for money (Studi | berpenga-ruh terhadap terhadap  Kkinerja  anggaran
Empiris pada | Ki-nerja anggaran. berbasis value for money dimana
Pemerintah Kota | 3.Apakah penga-wasan anggaran harus disajikan secara
Jayapura) berpenga-ruh terhadap terbuka dan jelas mengenai
Ki-nerja anggaran tujuan, sasaran, hasil, dan
manfaat yang diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan
atau proyek yang dianggarkan
oleh pemerintah Kota Jayapura,
pengawasan berpengaruh
terhadap  ki-nerja  anggaran
berbasis value for money, penga-
wasan itu sendiri meru-pakan
sistem yang sangat penting yang
diterapkan untuk mengawasi
kegiat-an-kegiatan ~ manajerial
yang dilakukan pada instansi
pemerintah ~ kota  Jayapura
dengan mem-bandingkan
pelaksanan yang telah dilakukan
dan pelaksanaan yang
direncanakan.

ev




No Nama Judul Penelitian Rumusan Masalah Variabel Penelitian Hasil Penelitian
2 I Desak | Pengaruh Akuntabilitas, | 1. Apakah akunta- | Akuntabilitas, transparansi, | Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
Nyoman Tri | Transparansi, Ketepatan bilitas berpengaruh | ketepatan waktu, | (1) akuntabilitas ber-pengaruh positif
Wandari, dkk | Waktu dan Pengawasan terhadap ki-nerja | pengawasan internal dan | dan signifikan terhadap kinerja anggaran
(2015) Internal Terhadap anggaran kinerja anggaran berkonsep | (2) transparansi berpengaruh po-sitif dan
Kinerja Anggaran | 2. Apakah transpa- | value for money signifikan terhadap kinerja anggaran
Berkonsep Value For ransi  berpengaruh berkonsep value for money pada Instansi
Money Pada Instansi terhadap Ki-nerja Pemerintah, (3) ketepatan  waktu
Pemerintah di anggaran berpengaruh  positif dan  signifikan
Kabupaten Buleleng. 3. Apakah ketepa-tan terhadap Kinerja anggaran, dan (4)
waktu berpe-ngaruh pengawasan internal berpengaruh positif
terhadap Kinerja dan signifikan terhadap kinerja anggaran
anggaran (5) akuntabilitas , transparansi,
4. Apakah penga- ketepatan waktu, dan pengawasan
wasan internal internal  ber-pengaruh  positif  dan
berpengaruh ter- signifikan terhadap Kkinerja anggaran

hadap Kinerja berkonsep value for money.

anggaran

3 | Suhardi M | Pengaruh partisipasi | Apakah partisipasi | Partisipasi penyusunan | Hasil penelitian ini  menun-jukkan
Anwar, dkk [ penyusunan  anggaran | penyusunan angga-ran | anggaran, dan  Kinerja | bahwa variabel parti-sipasi penyusunan
(2014) terhadap kinerja aparat | berpengaruh  ter-hadap | aparat anggaran berpengaruh signifikan ter-
pemerintah daerah | kinerja aparat hadap kinerja aparat peme-rintah daerah.

(Studi Kasus Pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah
Kota Palopo)

pemerintah daerah

Hal ini dapat dilihat pada nilai
signifikansi sebesar t niung (4.041) >t taple
(1,860) dan signifikansi penelitian lebih
kecil dari 0,05 (0,819>0,05)
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No Nama Judul Penelitian Rumusan Masalah Variabel Penelitian Hasil Penelitian

4 Intihanah dan Nur | Pengaruh Partisipasi Anggaran dan | 1.Apakah partisipasi | Partisipasi anggaran, | Berdasarkan hasil penelitian,
Afifa Muthia S.| Good Governance Terhadap Kinerja| anggaran  berpe- | good governance dan | maka kesimpulan yang dapat
(2016) Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas | ngaruh  terhadap | kinerja pemerintah diambil adalah: (1) Partisi-pasi

Kesehatan Kota Kendari) Kinerja Anggaran berpengaruh positif
2.Apakah good go- dan  signifikan  terhadap
vernance  berpe- Kinerja Pemerintah Daerah
ngaruh  terhadap pada Dinas Kesehatan Kota
Kinerja Kendari. (2) Good Governance
3. Apakah partisipasi berpengarun  positif  dan
penyusunan  ang- signifikan terhadap Kinerja
garan dan good Pemerintah Daerah pada Dinas
governance secara Kesehatan Kota Kendari. (3)
simultan berpe- Partisipasi  Anggaran  dan
ngaruh  terhadap Good Governance ber-
kinerja pemerintah pengaruh signifikan terhadap
daerah Kinerja Pemerintah Daerah
pada Dinas Kesehatan Kota

Kendari.

5 Muhammad Akuntabilitas,  Transparansi, dan | 1. Apakah akunta- | Akuntabilitas, Penelitian ini menyimpulkan
Firdiansyah Anggaran Berbasis Kinerja Pada bilitas berpenga- | Transparansi, dan | bahwa  akuntabilitas  dan
Adiwirya, (2015) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota ruh terhadap Kki- | Anggaran Berbasis | transparansi berpengaruh

Denpasar. nerja anggaran Kinerja positif secara simultan pada
2. Apakah transpa- anggaran berbasis  Kinerja.

ransi  berpenga- Secara parsial, transparansi

ruh terhadap Ki- berpengaruh  positif  pada

nerja anggaran anggaran berbasis  kinerja.

Penelitian ini, menunjukkan

bahwa responden memiliki

persepsi yang lebih condong
pada transparansi dibanding-
kan dengan akuntabilitas.

1%




No Nama Judul Penelitian Rumusan Masalah Variabel Penelitian Hasil Penelitian

6 Budi S Purnomo, | Akuntabilitas, Transparansi, | 1. Apakah akunta- | Akuntabilitas, Hasil penelitian dengan
dkk (2018) Pengawasan dan Kinerja Anggaran bilitas berpenga- | Transparansi, evaluasi inner model

Berkonsep Value For Money. ruh terhadap Kki- | Pengawasan dan | menunjukkan secara parsial
nerja anggaran Kinerja ~ Anggaran | akuntabilitas, transparansi, dan
2. Apakah transpa- | Berkonsep Value For | pengawasan berpenga-ruh
ransi  berpenga- | Money signifikan terhadap kinerja
ruh terhadap Ki- anggaran berkonsep value for
nerja anggaran money pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Kota Bandung.

7 Irna Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, | 1. Apakah akunta- | Akuntabilitas, (1) Akuntabilitas berpengaruh
Setiyanningrum dan Pengawasan Terhadap Kinerja bilitas berpenga- | Transparansi, dan | positif dan signifikan terhadap
(2017) Anggaran Dengan Konsep Value For ruh terhadap ki- | Pengawasan Kinerja Anggaran, (2) Trans-

Money Pada Badan Usaha Milik nerja anggaran Terhadap Kinerja | paransi berpengaruh positif
Daerah (BUMN) di Yogyakarta. 2. Apakah transpa- | Anggaran dan signifikan terhadap kinerja
ransi  berpenga- Anggaran, (3) Pengawasan
ruh terhadap Kki- berpengaruh positif signifikan
nerja anggaran terhadap Kinerja Anggaran (4)
3. Apakah pengawa- Akuntabilitas,  Transparansi
san berpengaruh dan  Pengawasan  secara
terhadap  kinerja bersama-sama  berpengaruh
anggaran positif dan signifikan terhadap
Kinerja Anggaran dengan
Konsep Value for Money pada
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) di Yogyakarta
9 Debi Putri Pertiwi | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, | 1. Apakah akunta- | Akuntabilitas, Akuntabilitas berpengaruh se-

(2015)

dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan
Anggaran  Berkonsep Value For
Money pada Instansi Pemerintah
(Studi Empiris SKPD Provinsi Riau)

bilitas berpenga-
ruh terhadap pe-
ngelolaan angga-
ran

2. Apakah transpa-
ransi  berpenga-

Transparansi, dan
Pengawasan
Terhadap
Pengelolaan
Anggaran Berkonsep

Value For Money

cara positif dan signifikan
terhadap pengelolaan  ang-
garan, transparansi berpenga-
ruh secara positif dan sig-
nifikan terhadap pengelolaan
anggaran, pengawasan ber-

oS
»




ruh terhadap pe-
ngelolaan  ang-
garan

. Apakah pengawa-

san berpengaruh
terhadap penge-
lolaan anggaran

pengaruh secara positif dan
signifikan terhadap pengelo-
laan anggaran berkonsep value
for money pada Instansi
Pemerintah Provinsi Riau.

8 | Ait Novatian, dkk | Pengaruh Transparansi dan | 1. Apakah transpa- | Transparansi dan | Ttransparansi dan akuntabilitas
Akuntabilitas ~ Terhadap Kinerja ransi dan akunta- | Akuntabilitas, kinerja | berpengaruh terhadap Kinerja
(2019) Instansi Pemerintah bilitas berpenga- instansi pemerintah baik secara
ruh terhadap parsial maupun secara simultan
kinerja
. Apakah transpa-
ransi dan akunta-
bilitas berpenga-
ruh secara Si-
multan
10 | Wanda Fernandes | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Apakah akunta- | Akuntabilitas, Berdasarkan hasil penelitian
(2015) Dan Pengawasan Terhadap Kinerja bilitas berpenga- | Transparansi Dan | menunjukkan bahwa Variabel
Anggaran Pada Pemerintah Daerah ruh terhadap | Pengawasan Akuntabilitas (X1) mempe-
Kabupaten Kampar. kinerja anggaran | Terhadap Kinerja | ngaruhi  variabel Kinerja
Apakah transpa- | Anggaran Pada | anggaran (Y). Variabel Trans-
ransi  berpenga- | Pemerintah  Daerah | paransi (X2) mempengaruhi

ruh terhadap
kinerja anggaran
Apakah  penga-
wasan berpenga-
ruh terhadap
kinerja anggaran

Kabupaten Kampar.

variable kinerja anggaran (Y).
Variabel Pengawasan (X3)
mempengaruhi variabel kinerja
anggaran (). Hal ini mengin-
dikasikan bahwa Pengawasan
dalam setiap SKPD membantu
unit-unit kerja untuk mem-
perhatikan kinerja anggaran
yang baik.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Ly
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C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur yang aktivitasnya memberikan pelayanan kepada publik, di mana
visinya adalah Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021. Salah satu misinya
adalah mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang
baik dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk menunjang visi dan misi
tersebut maka perlunya manajemen dalam meningkatkan Kkinerja anggaran.
Dimana kinerja anggaran (Performance Based Budgeting) menurut Bastian
(2011:171) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output
organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis
organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja
secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya
perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa
mendatang

Untuk meningkatkan kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan beberapa faktor yakni
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran. Akuntabilitas
berpengaruh terhadap kinerja anggaran, hal ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Tanjung (2014:11) bahwa akuntabilitas merupakan usaha
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan anggaran yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Ini
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berarti bahwa akuntabilitas mengacu pada adanya kewajiban bagi pihak
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang menilai
hasil dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaporan
anggaran tersebut. Penelitian Setyanningrum (2017) bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dimana semakin
tinggi akuntabilitas pada Pemerintah daerah maka akan semakin baik kinerja
anggaran tersebut.

Selain akuntabilitas, maka transparansi berpengaruh terhadap kinerja
anggaran, hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2010:30)
bahwa transparansi merupakan keterbukaan openness pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Ini berarti
bahwa kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah
merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan
anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses
informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Penelitian yang
dilakukan olen Wandari (2015) dimana hasil penelitian menemukan bahwa
transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja
anggaran.

Kemudian partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap

kinerja anggaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Brownell (1982:110)
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bahwa partisipasi anggaran menunjukkan seberapa luasnya individu terlibat
dan memiliki pengaruh dalam penentuan anggaran. Bagus (2010:19)
mengemukakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran adalah proses
pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana
keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang
membuatnya. Penelitian Irfan (2010) bahwa secara parsial partisipasi anggaran
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD. Ini berarti bahwa
apabila aparat pemerintah diberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam
menyusun anggaran maka tujuan sasaran anggaran yang telah ditetapkan akan
dapat dicapai.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan pengaruh antara akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran dalam kaitannya dengan
kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, dapat
digambarkan dalam bentuk model kerangka pikir atau kerangka konseptual

sebagai berikut :



[ MANAJEMEN ]

KINERJA ANGGARAN

Indikator Kinerja

Anggaran :
1. Ekonomis
2. Efisiensi

3. Efektivitas, Equity,

o1

AKUNTABILITAS

Dukungan Empirik

1. Cindy Arifan (2018)

2. | Desan Nyoman (2015)
3. Muh. Fardiansyah (2015)

ﬂwdikator Akuntabilitas \

1. Adanya SOP

2. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan

3. Laporan tahunan

4. Laporan pertanggung-
jawaban

5. Sistem pemantauan
kinerja

6. Sistem pengawasan

Sangki (2017)

g /

[ TRANSPARANSI ]

Dukungan Empirik

1. Budi S. Purnomo (2018)
2. Ina Setyaningrum (2017)
3. Ait Novitian (2019)

4. Debi Putri Pertiwi (2015)

Indikator transparansi :

1. Informativeness
(informatif)

2. Openess (keterbukaan).

3. Disclosure
(pengungkapan)

Mardiasmo (2010:19)

\ 7

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

PARTISIPASI PENY.
ANGGARAN

Dukungan Empirik

1. Intihanah dan Nur
Afifa Muthia S.
(2016)

|
/I ndikator partisipasi \

penyusunan anggaran :

1. Keterlibatan manajer

2. Alasan atasan dalam
merevisi anggaran

3. Pemberian saran

4. Pengaruh Manajer

5. Kontribusi yang
diberikan

6. Frekuensi penyampai-
an pendapat

Milani dalam Nurcahyani

\(2010) /
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D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan PP. No. 7 tahun 1999 bahwa dalam rangka meningkat-
kan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan ber-
tanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Kkinerja instansi
pemerintah. Pelaporan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah dimaksud-
kan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi,
dan tujuan organisasi, melalui kinerja anggaran. Untuk meningkatkan
kinerja anggaran maka diperlukan adanya akuntabilitas, transparansi, dan
partisipasi penyusunan anggaran sehingga berpengaruh terhadap peningkat-
an kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

Akuntabilitas (X1)

Kinerja Anggaran

(Y)

Transparansi (X2)

Partisipasi
penyusunan
Anaaaran (X3z)

H4

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 2.2. Model Penelitian
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E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1.

Bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

. Bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

. Bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap  kinerja anggaran pada  Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur.

. Bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Luwu Timur.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif, hal ini disebabkan karena penelitian ini disajikan dengan
angka-angka, sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto (2012:12) bahwa
penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap
data tersebut, serta penampilan hasilnya. Jenis penelitian dengan
pendekatan asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016).
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji pengaruh
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap
Kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui
penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi sampel dalam

penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur. Alasan mendasar yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan
obyek penelitian ini adalah juga mengangkat permasalahan yang sangat
relevan dengan obyek penelitian, sedangkan waktu yang direncanakan
mulai dari proposal hingga rampungnya tesis ini adalah selama 6 bulan di

mulai dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Januari tahun 2020.
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-
satuan atau individu-individu yang Kkarakteristiknya hendak diteliti.
Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Luwu Timur
yang berjumlah sebanyak 39 SKPD, dengan jumlah pegawai pemeriksa

dari masing-masing SKPD terdiri dari beberapa pegawai, dengan

perincian :
a) Pengguna Anggaran 39 orang
b) Kasubag. Perencanaan 39 orang
c) Kasubag. Keuangan 39 orang
d) PPK SKPD 39 orang
156 orang
2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak
diteliti, dimana jumlah sampel ditentukan sebanyak 156 orang (4 orang X
39 SKPD yang ada di Kabupaten Luwu Timur). Sedangkan untuk

menentukan jumlah sampel maka digunakan rumus slovin yaitu sebagai

berikut :
N
n=—
1+N (e)?
156
n =

1 + 156 (0,05)?
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156
n =

1,39
n = 112,23 dibuatkan menjadi 112 orang
dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan
sampel yang masih dapat ditolerir ataudiinginkan, misalnya 5%..

Berdasarkan rumus slovin maka digunakan metode purposive

sampling yakni penentuan sampel berdasarkan kriteria atau

pertimbangan tertentu yaitu sebagai berikut :

a. Pegawai yang memiliki masa kerja di atas dari 3 tahun

b. Pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran

Instrumen Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara
sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk
menyelesaikan masalah. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian,
keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat penting
dan termasuk dalam komponen metodelogi penelitian. Instrumen
penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan,
memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti.

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini

berupa angket atau kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono
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(2016:92) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat
pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati.

Penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi
yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert.
Sugiyono (2016 :134) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk
mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis instrument angket atau kuesioner dengan pemberian

skor sebagai berikut:

1. SS Sangat setuju diberi skor 5

2. S : Setuju diberi skor 4

3. RG : Ragu-ragu diberi skor 3

4. TS Tidak setuju diberi skor 2

5. NS T Sangat tidak setuju diberi skorl

E. Variabel Penelitian

Variabel independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain melainkan variabel yang mempengaruhi variabel
terikat.Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas (X1),

transparansi (X2) dan partisipasi penyusunan anggaran (Xs), sedangkan
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variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen yaitu Kinerja anggaran dianggap sebagai variabel terikat (Y).

F. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data

a. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau data yang
bukan dalam bentuk angka-angka seperti profil Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu, struktur organisasi serta visi dan misi.

b. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa
angka-angka yang masih perlu dianalisis serta data lainnya yang
menunjang penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah merupakan
hasil dari tanggapan responden melalui penyebaran kuesioner
terhadap variabel-variabel penelitian yang akan diuji dengan
menggunakan sistem komputerisasi melalui program SPSS release
24 sehingga diperoleh hasil output SPSS.

b. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui perantara.
Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal-
jurnal, dan sumber lainnya, yang berkaitan dengan topik yang
diangkat pada penelitian ini, yang dibutuhkan untuk mendukung

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan peneliti pada
responden untuk diberikan jawaban. Kuesioner terdiri dari pertanyaan
terbuka, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan identitas responden serta
pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang meminta responden untuk
memilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Pertanyaan dibuat dalam
bentuk angket dengan menggunakan skala Likert 1-5 yang masing-masing
mewakili pendapat dari responden. Skala tersebut adalah :
a. Sangat setuju : Skor 5
b. Setuju : Skor 4
c. Cukup setuju : Skor 3
d. Tidak Setuju : Skor 2
e. Sangat Tidak Setuju : Skor 1

Pada penelitian ini, responden diharuskan memilih salah satu dari
kelima alternatif jawaban yang tersedia. Nilai yang diperoleh akan

dijumlahkan dan jumlah tersebut menjadi nilai total.

H. Teknik Analisis Data
Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis pokok
permasalahan untuk mencari pemecahan atas masalah yang dikemukakan
sebelumnya adalah sebagai berikut :
1. Analisis Deskriptif,
Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan persepsi

responden mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi
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penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

2. Uji Kualitas Data
a. Uji Reliabilitas

Instrumen yang dikembangkan dalam daftar pertanyaan, dianggap

reliabel apabila mempunyai tingkat konsistensi hasil yang dicapai.

Untuk mengikuti tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah

alat ukur, maka dilakukan uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua.

Kriteria pengujian menurut Santoso (2014 : 280) adalah :

1) Apabila nilai rpg> rxy taber, dengan df = n — 2, pada level
convidence 95% (a= 0,05), maka kuesioner tersebut dianggap
realibel.

2) Apabila nilai rpg< rxy twoe, dengan df = n — 2, pada level
convidence 95% (o = 0,05), maka kuesioner tersebut dianggap
tidak realibel.

b. Uji Validitas
Instrumen penelitian yang dianggap valid adalah suatu instrumen
yang benar-benar mampu mengukur variabelnya. Untuk mengetahui
apakah instrumen tersebut valid maka dilakukan uji validitas dengan
menggunakan analisis kesalihan butir, dengan teknik korelasi produk
moment (momen takar), Kriteria pengujian validitas menurut Santoso

(2014 : 278) adalah :
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1) Apabila nilai rpg> rxy tabet, dengan df = n — 2, pada level convidence
95% (a = 0,05), maka instrumen tersebut dianggap valid.

2) Apabila nilai rpg< rxy tbe, dengan df = n— 2, pada level
convidence 95% (a = 0,05), maka instrumen itu dianggap tidak
valid.

Uji asumsi klasik
Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi-
asumsi klasik seperti normalitas data, heterokedasitas, dan uji multikoli-
neritas. Untuk menguji hal tersebut peneliti juga menggunakan program
SPSS versi 24 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi

normal atau tidak.
b.Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali (2016), uji multikolineritas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya
bebas multikolineritas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel
independen.

c. Uji Heterokesdastisitas
Uji heterokesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu
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pengamatan ke pengamatan yang lain, jika tetap maka disebut
homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokesdastisitas.

4. Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan
variabel terikat sebagaimana dikemukakan oleh Suliyanto (2018 : 132)
yaitu :

Y =Bo+ P1Xas+ P2Xo + PsXs + €

Keterangan :
Y = Kinerja anggaran
bo = Intercept

b1 s/d bs= Koefisien regresi yang akan dihitung

X1 = Akuntabilitas
X2 = Transparansi
X3 = Partisipasi penyusunan anggaran
e = Standar error.

5. Uji Hipotesis
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat
siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-
sama (simultan) terhadap variabel dependen Ghozali, (2016 : 84).
2. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X

dan Y, apakah variabel Xi, Xz, Xs, (akuntabilitas, transparansi dan
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partisipasi penyusunan anggaran) benar-benar berpengaruh signifikan
terhadap variabel kinerja anggaran Y(Ghozali, (2016 : 84).
3. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang
ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R?) antara 0 (nol) dan
| (satu). Koefsien determinasi (R?) nol variabel independen sama sekali
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien
determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, Selain itu
koefisien determinasi (R?) dipergunakan untuk mengetahui prosentase
perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel

bebas (X).

I. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel yang dibagi menjadi
dua bagian yaitu : variabel independen (variabel bebas) dan variabel
dependen (variabel terikat). Definisi operasional masing-masing variabel
adalah sebagai berikut :

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola
sumberdaya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada Bupati

(prinsipal). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Adanya Standart Operating Procedure

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

3. Laporan tahunan

4. Laporan pertanggungjawaban

5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
6. Sistem pengawasan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Informativeness (informatif)
2. Openess (keterbukaan).
3. Disclosure (pengungkapan)

Partisipasi penyusunan anggaran adalah pendekatan penganggaran
yang memungkinkan para Kepala SKPD yang akan bertanggungjawab atas
kinerja anggaran, untuk bepartisipasi dalam pengembangan anggaran,
partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para
Kepala SKPD tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Keterlibatan Kepala SKPD dalam proses penyusunan anggaran;

2. Alasan atas Kepala SKPD dalam merevisi anggaran yang diusulkan;
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3. Frekuensi pemberian saran dan pendapat;
4. Pengaruh Kepala SKPD dalam anggaran akhir;
5. Pentingnya kontribusi yang diberikan;
6. Frekuensi penyampaian pendapat

Kinerja anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program
termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Indikator
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Ekonomis,
2. Efisiensi,

3. Efektivitas, Equity, Equality.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara spesifik
pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014.
Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk gambaran
tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
diwujudkan dalam bentuk APBD sehingga untuk meganalisis pengelolaan
keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah
pada umumnya. Untuk itu, Dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.
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Analisis keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
terhadap penerimaan daerah dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan
dalam analisis keuangan masa lalu ini adalah realisasi APBD Kabupaten
Luwu Timur tahun 2014-2018 yang bersumber dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. baik sumber data primer maupun sumber data diolah.

2. Visi dan Misi
a. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPIJMD adalah Visi kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima

tahun sesuai misi yang diemban.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2016-
2021 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah “Luwu Timur
Terkemuka 2021”. Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur
merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu
Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur
yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi
tergambarkan dalam frasa “Wanua Mappatuo Naewai Alena”. Artinya, “negeri

menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”.
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Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan

ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada

sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan

pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni: maju, sejahtera dan

mandiri yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Perwujudan Visi RPIMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021

Visi

Pokok-pokok

Visi

Pernyataan Visi

Luwu Timur
Terkemuka 2021

Maju

Kondisi dimana Kabupaten Luwu
Timur memiliki kualitas manusia
yang tinggi. Indikatornya adalah
indeks pendidikan dan indeks
kesehatan yang tinggi

Sejahtera

Kondisi dimana Kabupaten Luwu
Timur memiliki masyarakat yang
kemakmuran ekonominya tinggi,
kesejahteraan sosialnya tinggi, ke-
miskinannya rendah serta ditopang
oleh peri kehidupan yang religius.
Indikatornya adalah PDRB
perkapita dan daya beli masyarakat

Mandiri

Kondisi dimana Kabupaten Luwu
Timur memiliki daya saing yang
tinggi. Daya saing tinggi ini di-
tandai dengan berfungsinya
sejumlah infrastruktur yang men-
dorong  berkembangnya  iklim
investasi yang atraktif, terpenenuhi-
nya fasilitas ekonomi  yang
memadai, terutama bandar udara
dan pelabuhan laut sebagai infra-
struktur pokok dalam keterbukaan
dengan  dunia luar  melalui
pergerakan manusia dan barang, dan
didukung oleh etos masyarakat yang
tinggi untuk mandiri

Sumber : Data BPS Kabupaten Luwu Timur
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Berdasarkan tabel 4.1 tersebut di atas, menjelaskan bahwa Luwu
Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi
Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator
umum sebagai daerah terkemuka adalah Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada ketegori
menengah-atas dan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan yaitu
berada pada posisi tiga-empat besar.

b. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang
akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Upaya umum tersebut memiliki
keterkaitan dengan pokok visi yang hendak dicapai. Rumusan misi ini
membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Olehnya itu, rumusan
misi RPJMD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan
daerah. Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2016-
2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial
masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas
keamanan wilayah dan nilai nilai budaya

2. Mendorong peningkatan investasi daerah
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3. Memanfaatkan ruangsesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam
mencapai kualitas manusia yang tinggi

5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah
untuk menunjang percepatan pembangunan daerah

6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik

7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan
intra dan antar umat beragama

8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah

3. Struktur Organisasi Kabupaten Luwu Timur
Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang
menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap
karyawan yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi
yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan
mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Berikut ini
dikemukakan bagan strutktur organisasi Kantor Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat melalui gambar berikut ini :
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B. Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah
dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi program SPSS. Dimana
hasil peneitian ini maka diperoleh data identitas responden, serta deskripsi
variabel penelitian yang digunakan melalui hasil penyebaran kuesioner kepada
sejumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Deskripsi Responden

Deskripsi  responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai keadaan responden yang menjadi sampel penelitian, populasi dalam
penelitian ini adalah pegawai pemeriksa dari masing-masing SKPD yang
terdiri dari Pengguna Anggaran, Kasub. Perencanaan, Kasubag. Keuangan dan
PPK SKPD yang berjumlah sebanyak 156 orang pegawai. Dari populasi yang
ada maka penentuan sampel dengan menggunakan rumus slovin sehingga
diperoleh jumlah sampel sebanyak 112 dengan berdasarkan kriteria tertentu
yakni : Pegawai yang memiliki masa kerja di atas dari 3 tahun, serta pegawai
yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Untuk mendapatkan
gambaran responden mengenai keadaan responden maka peneliti melakukan
penyebaran Kkuesioner. Untuk dapat memperoleh data maka peneliti
menyebarkan kuesioner sebanyak 116 eksamplar kuesioner.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sebanyak 116 eksamplar
kuesioner maka akan dilakukan tingkat pengembalian kuesioner yang dapat

disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini :
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Tabel 4.2. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah %

(Eksamplar)

Kuesioner yang dibagikan 116 100
Kuesioner yang tidak kembali 2 1,72
Kuesioner yang kembali 114 98,28
Kuesioner yang tidak dapat 2 1,72

digunakan karena tidak lengkap

atau tidak diisi

Kuesioner yang dapat digunakan 112 96,55

Sumber : Data primer, 2019

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan maka
terlihat kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 116 eksamplar,
kemudian kuesioner yang tidak kembali 2, sehingga kuesioner yang kembali
semuanya berjumlah 114 eksamplar, dari jumlah tersebut terdapat 2 kuesioner
yang tidak dapat digunakan karena tidak lengkap atau tidak diisi oleh
responden, sehingga jumlah keseluruhan kuesioner yang sudah lengkap dan
sudah diisi oleh responden adalah sebanyak 112 eksamplar atau 96,55%. Hal
ini dapat disajikan interprestasi hasil penelitian yang diawali dengan identitas
responden sebagai berikut :
a) ldentitas Responden menurut Umur

Umur responden dapat menggambarkan tingkat pengalaman dan
kedewasaan pola pikir dari responden dalam menjalankan aktivitas kerja
sehari-hari. Untuk lebih jelasnya akan disajikan identitas responden menurut

umur yang dapat disajikan melalui tabel berikut ini :
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Tabel 4.3. Identitas Responden menurut Umur

Frekwensi Responden

No. Umur
Dalam Orang %
1. < 25 tahun 3 2,7
2. 26-20 tahun 10 8,9
8 31-35 tahun 24 21,4
4. 36-40 tahun 37 33,0
5. > 41 tahun 38 33,9
112 100,0

Sumber : Data Primer, 2019

Tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai pemeriksa
dari masing-masing SKPD pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran didominasi oleh
pegawai yang berumur di atas 41 tahun dengan persentase 33,9%, sedangkan
persentase terkecil adalah pegawai yang berumur di bawah 25 tahun dengan
jumlah responden sebanyak 3 orang dengan persentase 2,7%. Hal ini berarti
bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada Kantor Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur adalah berumur di atas 41 tahun, dimana menurut
Robbin (2015:99) bahwa semakin bertambahnya usia maka Kkinerja akan
menurun.
b) Identitas responden menurut jenis kelamin

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kinerja pegawai, dimana identitas
responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri atas pria dan
wanita. Untuk lebih jelasnya demografi responden menurut jenis kelamin dapat

disajikan melalui tabel berikut ini :
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Tabel 4.4. 1dentitas Responden menurut Jenis Kelamin

_ Frekwensi Responden
No. Uraian

Dalam Orang %
1. Pria 51 45,5
gl Wanita 61 54,5
112 100,0

Sumber : Data Primer, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 112 orang responden yang
diteliti, terlihat bahwa mayoritas pegawai yang terlibat dalam penyusunan
anggaran dari masing-masing SKPD pada Kantor Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh pegawai wanita yakni sebanyak 61
orang dengan persentase 54,5%, sedangkan sisanya adalah pria dengan jumlah
pegawai sebanyak 51 orang atau persentase 45,5%. Hal ini sesuai dengan
pendapat Robbin (2015:101) bahwa pria memiliki tingkat kinerja yang tinggi
jika dibandingkan dengan wanita, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab dan
fungsi dari seorang wanita di rumah tangga.
¢) ldentitas responden menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan yang dimiliki
oleh responden dalam penelitian ini dengan latar belakang pendidikan yang
bervariasi mulai dari jenjang SMA, D3, S1 dan S2. Untuk lebih jelasnya
pengidentifikasian responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat

disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.5. Identitas Responden menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Frekwensi Responden

No. Uraian Dalam Orang %
1. SMA 4 3,6
2. D.3 11 9,8
2 S1 73 65,2
4. S2 24 214
112 100,0

Sumber : Data Primer, 2019

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pegawai yang terlibat langsung
dalam penyusunan anggaran dari masing-masing SKPD pada Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah lulusan S1 sebanyak 73
orang dengan persentase 65,2%, sedangkan yang terendah adalah pegawai
yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yakni sebanyak 4 orang
dengan persentase 3,6%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pegawai yang
bekerja pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur lulusan
sarjana, sesuai teori yang dikemukakan oleh Rivai (2007:221) bahwa semakin
tinggi pendidikan seseorang maka berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.
d) Identitas responden menurut Status

Status responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua
kategori yakni menikah dan belum menikah. Hasil selengkapnya dapat
disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6. Deskripsi Responden menurut Status

Frekwensi Responden

No. Ui Dalam Orang %
1. Menikah 95 84,8
2. Belum menikah 17 15,2

112 100,0

Sumber : Data Primer, 2019
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Berdasarkan tabel deskripsi responden menurut status, maka mayoritas
pegawai masing-masing SKPD yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada
Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berstatus sudah menikah
yakni sebanyak 95 orang dengan persentase 84,8%, sedangkan sisanya belum
menikah yakni sebanyak 17 orang pegawai dengan persentase 15,2%. Berarti
dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai pada kantor Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur berstatus sudah menikah, dimana pendapat Rivai
(2007:224) bahwa perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung
jawab pegawai terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, alasannya
karena pekerjaan nilainya lebih berharga dan penting karena bertambahnya
tanggungjawab pada keluarga untuk dibiayai.

e) ldentitas responden menurut Lama Bekerja

Lama bekerja berkaitan jangka waktu pengabdian seorang responden
pada suatu instansi tempatnya bekerja, dimana identitas responden berdasarkan
lama bekerja dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.7. Deskripsi Responden menurut Lama Bekerja

Frekwensi Responden

No. Uraian
Dalam Orang %
1. < 2 tahun 4 3,6
2. 2,1 -5 tahun 18 16,1
3. 5,1 - 10 tahun 30 26,8
4, 10,1-15 tahun 35 31,3
4. > 15 tahun 25 22,3
112 100,0

Sumber : Data Primer, 2019
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masa
kerja pegawai masing-masing SKPD yang terlibat dalam penyusunan anggaran
pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh
pegawai yang memiliki lama bekerja antara 10,1-15 tahun yakni sebanyak 35
orang pegawai dengan persentase 31,3%, sedangkan lama kerja pegawai yang
terendah adalah memiliki lama kerja di bawah dari 2 tahun yakni sebanyak 4
orang pegawai dengan persentase sebesar 3,6%. Hal ini berarti bahwa rata-rata
pegawai yang bekerja pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
sudah berpengalaman, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rivai
(2007:225) bahwa masa kerja pegawai yang lebih lama menunjukkan
pengalaman yang lebih seseorang dibandingkan dengan rekan kerja lainnya
yang belum berpengalaman.

Dari keseluruhan demografi responden maka dapat disimpulkan bahwa
rata-rata pegawai yang bekerja pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur dan menjadi sampel penelitian ini adalah berusia di atas 41 tahun,
didominasi oleh pegawai wanita, lulusan sarjana, memiliki status kawin, serta

sudah berpengalaman karena memiliki lama bekerja antara 10,1-15 tahun.

2. Analisis Variabel Penelitian

Analisis deskripsi variabel penelitian yaitu suatu analisis yang
memberikan gambaran mengenai persepsi atau tanggapan responden dari setiap
butir pernyataan dalam masing-masing variabel penelitian yakni : akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran dalam kaitannya dengan
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kinerja anggaran, menggunakan formulasi perhitungan kelas interval dengan
rumus sebagai berikut :

Titik tertinggi — Titik terendah
Panjang kelas interval = --------mmemmmmoe oo
Skala Pengukuran

Panjang kelas interval = --------------- =0,80

Dari perhitungan tersebut di atas, maka dibuatkan kriteria skor yaitu

sebagai berikut :

a. 1 <180 = Sangat rendah
b. 18 < 2,60 = Rendah

c. 2,60< 3,40 = Sedang

d. 3,40 <4,20 = Tinggi

e. 420 <5 = Sangat tinggi

Berdasarkan hasil penentuan panjang kelas interval yang telah
diuraikan, selanjutnya akan disajikan deskripsi variabel penelitian yang dapat
diuraikan sebagai berikut :

a) Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau
kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana
kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Dari hasil penyebaran kuesioner maka persepsi

responden mengenai akuntabilitas, dapat disajikan pada tabel berikut ini :
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Skor Jawaban Responden

Indikator

STS (1)

TS (2)

RG (3)

S (4)

SS (5)

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Mean

SOP yang dibuat oleh
Instansi  pemerintah
dapat digunakan se-
bagai panduan untuk
melakukan fungsi da-
lam pelayanan publik

1

9

2

1,8 61 54,5

48

4,29

4,38

Penyelenggaraan uru-
san pemerintahan su-
dah sesuai dengan
visi dan misi dimana
setiap pegawai diberi-
kan tugas dan tang-
gungjawab dalam
melakukan pekerjaan

4,5

71

63,4

36

32,1

4,28

Laporan pertanggung-
jawaban anggaran se-
lalu disajikan secara
tepat waktu

1,8

11

9,8

72

64,3

27

24,1

4,11

Adanya pengawasan
proses dan laporan
pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah

0,9

0,9

14

12,5

65

58,0

31

21,7

411

Pimpinan atau atasan
secara langsung se-
lalu rutin melakukan
pemantauan  dalam
meningkatkan kinerja
pegawai

il

11,6

70

62,5

29

25,9

4,14

Pengawasan anggaran
sudah dilakukan
dengan baik

11

9,8

76

67,9

25

22,3

4,13

Rata-rata skor Jawaban Responden

4,19

Sumber : Data telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden

mengenai akuntabilitas

pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

Timur yakni sebesar 4,19, dan jika dilihat dari kriteria skor maka berada pada
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kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Ini berarti bahwa
akuntabilitas sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah menerapkan SOP dalam
pelayanan publik, Penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah sesuai dengan
visi dan misi dimana setiap pegawai diberikan tugas dan tanggungjawab dalam
melakukan pekerjaan, Pimpinan atau atasan secara langsung selalu rutin
melakukan pemantauan dalam meningkatkan kinerja pegawai, Pengawasan
anggaran sudah dilakukan dengan baik, kemudian laporan pertanggung-
jawaban anggaran selalu disajikan secara tepat waktu serta adanya pengawasan
proses dan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, sehingga dengan
baiknya akuntabilitas perusahaan maka akan meningkatkan kinerja anggaran.
Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:219)
bahwa akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola
sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan
yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi
mandat (prinsipal).
b) Persepsi Responden mengenai Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada
masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah

terhadap masyarakat. Hasil persepsi atau tanggapan responden mengenai
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transparansi dalam kaitannya dengan kinerja anggaran dapat disajikan melalui
tabel berikut ini :

Tabel 4.9. Persepsi Responden mengenai Transparansi

Skor Jawaban Responden

Indikator STS(1) TS(2 RG@B) S@)  SS(5)

F % F % F % F % F %

Mean

Penyajian informasi - - 1 09 12 10,7 75 67,0 24 214
keuangan dalam pe-

nyusunan  anggaran

kepada publik sudah

dilakukan secara

transparan

4,09

Penyusunan anggaran - - - - 14 125 59 52,7 39 348
oleh Pemerintah Da-

erah harus dilakukan

secara tepat, jelas dan

terbuka

4,22

Masyarakat selalu 1 09 2 18 9 80 69 616 31 27,7
mengharapkan peng-

ungkapan kepada

publik mengenai akti-

vitas dan kinerja yang

dicapai oleh

Pemerintah Daerah

4,13

Rata-rata skor Jawaban Responden

4,15

Sumber : Data telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 yakni deskripsi rata-rata tanggapan responden
mengenai transparansi masing-masing SKP pada Kantor Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur yakni sebesar 4,15, dan jika dilihat dari kriteria skor
maka berada pada kisaran antara 3,40-4,20 dan dikategorikan tinggi. Hal ini
dapat dilihat bahwa penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah harus
dilakukan secara tepat, jelas dan terbuka, kemudian masyarakat selalu
mengharapkan pengungkapan kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja

yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, serta penyajian informasi keuangan
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dalam penyusunan anggaran kepada publik sudah dilakukan secara transparan.
Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2010:30)
transparansi berarti keterbukaan openness pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
c) Persepsi Responden mengenai Partisipasi penyusunan anggaran
Partisipasi penyusunan anggaran berkaitan dengan pendekatan buttom-
up dalam proses penyusunan anggaran, dimana aliran data anggaran dalam
suatu system partisipatif berawal dari tingkat tanggungjawab yang lebih rendah
kepada tingkat tanggungjawab yang lebih tinggi. Setiap orang yang mem-
punyai tanggungjawab atas pengendalian biaya atau pendapatan harus me-
nyusun estimasi anggarannya dan menyerahkannya kepada tingkat manajemen
yang paling tinggi. Adapun persepsi responden mengenai partisipasi
penyusunan anggaran masing-masing SKPD pada Kantor Pemerintah Daerah

Kabupaten Luwu Timur dapat disajikan tabel berikut ini :
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Tabel 4.10. Persepsi Responden mengenai Partisipasi Penyusunan Anggaran

Skor Jawaban Responden

Indikator STS(1) TS(2 RG@B) S@)  SS(5

F % F % F % F % F %

Mean

Setiap pimpinan - - 3 27 2 18 71 634 36 321
Instansi  pemerintah

dituntut  melibatkan

pegawai dalam pe-

nyusunan anggaran

4,25

Pimpinan instansi - - - - 3 2,7 62 554 47 420
harus memiliki alasan

yang jelas saat mela-

kukan revisi anggaran

yang telah ditetapkan

selama ini

4,39

Perlu frekuensi pem- - - 3 27 7 63 76 679 26 232
berian saran dan pen-

dapat dalam penyusu-

nan anggaran

4,12

Untuk menghasilkan - - 1 09 8 71 70 625 33 295
anggaran berbasis ki-
nerja, perlu ditunjang
oleh adanya kontri-
busi atau peran dari
setiap pegawai dalam
penyusunan anggaran

4,21

Setiap pegawai di- - - 2 18 9 80 73 652 28 250
harapkan dapat me-
nyampaikan pendapat
atau gagasan dalam
penyusunan anggaran

4,13

Rata-rata skor Jawaban Responden

4,22

Sumber : Data telah diolah, 2019

Dari data yang ada pada tabel 4.10 yakni deskripsi rata-rata tanggapan
responden mengenai partisipasi penyusunan anggaran pada masing-masing
SKP di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maka diperoleh
rata-rata skor jawaban responden yakni sebesar 4,22, dan jika dilihat dari

kriteria skor maka berada pada kisaran antara 4,20-5 dan dikategorikan sangat
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tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa pimpinan instansi harus memiliki alasan
yang jelas saat melakukan revisi anggaran yang telah ditetapkan selama ini,
setiap pimpinan Instansi pemerintah dituntut melibatkan pegawai dalam
penyusunan anggaran. Kemudian untuk menghasilkan anggaran berbasis
kinerja, perlu ditunjang oleh adanya kontribusi atau peran dari setiap pegawai
dalam penyusunan anggaran, begitu pula bahwa setiap pegawai diharapkan
dapat menyampaikan pendapat atau gagasan dalam penyusunan anggaran, serta
perlu frekuensi pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan anggaran.
Hal ini sesuai dengan teori Mulyadi (2010:513) bahwa partisipasi dalam proses
penyusunan anggaran merupakan Kketerlibatan yang meliputi pemberian
pendapat dan usulan dari bawahan kepada pimpinan pada saat penyusunan
anggaran.
d) Persepsi Responden mengenai Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu
entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan
pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat
digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi
daerah. Hasil penyebaran kuesioner maka diketahui persepsi atau tanggapan
responden mengenai kinerja anggaran yang dapat disajikan melalui tabel

berikut ini :
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Indikator

Skor Jawaban Responden

STS (1)

TS (2)

RG(A) S@)

SS (5)

F

%

F

%

F

% F %

F %

Mean

Pengelolaan anggaran
perlu dilakukan se-
cara ekonomis dalam
menunjang  penghe-
matan anggaran

1

0,9

3

2,7 74 66,1

34 304

4,26

Pelaksanaan anggaran
perlu dilakukan seca-
ra efisien guna me-
nunjang penggunaan
anggaran sesuai yang
ditargetkan

1

0,9

8

7,1 57 509

46 411

4,32

Anggaran harus di-
kelola secara adil
(equity) sehingga
masyarakat mempu-
nyai kesempatan so-
sial yang sama dalam
memperoleh pelayan-
an publik yang ber-
kualitas

5

45 68 60,7

39 3438

4,30

Pengelolaan anggaran
perlu dilakukan se-
cara merata (equality)
atas penggunaan dana
publik  dan tidak
hanya terkonsentrasi
pada fokus tertentu

0,9

7

6,3 66 589

SoaedtY

4,26

Rata-rata skor Jawaban Responden

4,29

Sumber : Data telah diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 yakni deskripsi responden mengenai Kinerja

anggaran maka diperoleh rata-rata skor jawaban responden sebesar 4,29. Jika

dilihat dari kriteria analisis deskripsi maka berada pada kisaran antara 4,20-5

dan dikategorikan sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran

yang dilakukan sudah sangat tinggi. Dimana dapat dilihat bahwa pelaksanaan
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anggaran perlu dilakukan secara efisien guna menunjang penggunaan anggaran
sesuai yang ditargetkan, anggaran harus dikelola secara adil (equity) sehingga
masyarakat mempunyai kesempatan sosial yang sama dalam memperoleh
pelayanan publik yang berkualitas, kemudian pengelolaan anggaran perlu
dilakukan secara merata (equality) atas penggunaan dana publik dan tidak
hanya terkonsentrasi pada fokus tertentu, begitu pula bahwa pengelolaan
anggaran perlu dilakukan secara ekonomis dalam menunjang penghematan
anggaran yang dilakukan pada beberapa kantor Pemerintah Daerah di
Kabupaten Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
olen Darise (2010:146) bahwa kinerja anggaran yang dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil

tersebut.

3. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dua
bagian yakni : uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan satu persatu sebagai berikut :
a. Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk melihat apakah pertanyaan yang
dipakai dalam kuesioner dapat mengukur dengan tepat atau tidak. Analisis ini
digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes dapat mengetahui
fungsi ukurnya. Dengan bantuan program SPSS 24 for windows

maka diperoleh hasil bahwa semua pernyataan sudah valid. Hal ini sesuai
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dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunjoyo (2013:41) bahwa dalam
penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan maka dapat
dilakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi dengan batas nilai
minimal korelasi atau rstandar di atas dari 0,30. Hasil selengkapnya dapat dilihat
dari koefisien corrected item total correlation yang dapat disajikan melalui
tabel berikut ini :

Tabel 4.12. Nilai Uji Validitas

Kode Item Corrected o
Nilai

Pernyataan Pertanyaan Item Total Keterangan
Correlation %"
Akuntabilitas X1
X1.1 0,362 0,30 Valid
X1.2 0,339 0,30 Valid
X1.3 0,515 0,30 Valid
X1.4 0,426 0,30 Valid
X1.5 0,565 0,30 Valid
X1.6 0,500 0,30 Valid
Transparansi X2
X2.1 0,466 0,30 Valid
X2.2 0,502 0,30 Valid
X2.3 0,400 0,30 Valid
Partisipasi penyusunan X3
Anggaran X3.1 0,461 0,30 Valid
X3.2 0,424 0,30 Valid
X3.3 0,516 0,30 Valid
X3.4 0,599 0,30 Valid
X3.5 0,552 0,30 Valid
Kinerja Anggaran Y
Y1l 0,533 0,30 Valid
Y2 0,538 0,30 Valid
Y3 0,391 0,30 Valid
Y4 0,409 0,30 Valid

Sumber : Hasil olahan data primer, 2019

Hasil uji validitas terhadap jawaban kuesioner ini menunjukkan bahwa
semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena setiap

item pertanyaan memiliki koefisien corrected item total correlation yang
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lebih besar daripada nilai rstandar. Dengan sampel sebanyak 112 responden,
menunjukkan bahwa semua item (butir) pernyataan pada variabel akuntabilitas,
transparansi, partisipasi penyusunan anggaran serta Kkinerja anggaran
dinyatakan valid, alasannya karena memiliki nilai corrected item total

correlation di atas dari 0,30.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu
alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur baru dapat dipercaya
dan diandalkan bila selalu didapatkan hasil yang konsisiten dari gejala
pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-
beda. Untuk melakukan uji reliabilitas dapat dipergunakan teknik alpha
cronbach’s, dimana suatu instrument penelitian dikatakan reliabel apabila
memiliki koefisien kebutuhan sosial atau alpha sebesar 0,60 atau lebih.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji reliabilitas untuk
variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi penyusunan anggaran dan
kinerja anggaran yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.13. Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Cronbach's N of ltems
Alpha
715 6

Sumber : Data diolah

Dari hasil pengujian reliabilitas untuk akuntabilitas dengan jumlah 6

item pernyataan, terlihat memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,715, karena
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melebihi dari nilai cronbach’s standar 0,60, maka dapat dikatakan sudah
reliabel atau andal.

Kemudian akan disajikan hasil pengujian reliabilitas untuk transparansi
yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14. Uji Reliabilitas Transparansi

Cronbach's N of Items
Alpha
,643 3

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel transparansi
dengan jumlah 3 item pernyataan, terlihat memiliki nilai cronbach’s alpha
sebesar 0,643, karena nilai cronbach’s alpha melebihi dari nilai standar 0,60,
maka dapat dikatakan bahwa untuk variabel transparansi sudah reliabel.

Selanjutnya akan disajikan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel
partisipasi penyusunan anggaran yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15. Uji Reliabilitas Partisipasi penyusunan anggaran

Cronbach's N of Items
Alpha
,746 5
Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk partisipasi penyusunan
anggaran dengan jumlah 5 item pernyataan, terlihat memiliki nilai cronbach’s
alpha sebesar 0,746, karena nilai cronbach’s alpha melebihi dari nilai standar
0,60, maka dapat dikatakan bahwa untuk variabel partisipasi penyusunan

anggaran sudah reliabel atau andal.
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Sedangkan hasil pengujian reliabilitas untuk Kkinerja anggaran dapat
disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.16. Uji Reliabilitas Kinerja Anggaran

Cronbach's N of Items
Alpha
,682 4
Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian, nampak
bahwa untuk variabel kinerja anggaran dengan jumlah item pertanyaan 4, maka
semua item pernyataan mempunyai koefisien kebutuhan sosial/alpha sebesar
0,682 yang melebihi dari nilai standar 0,60 sehingga dikatakan sudah
reliabel atau andal. Dengan demikian data penelitian bersifat layak digunakan

untuk pengujian hipotesis penelitian.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini untuk mengetahui hasil persamaan pada analisis
regresi berganda yang telah memenuhi asumsi teoritis atau belum. Jika sudah
memenuhi asumsi teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda yang
dihasilkan dapat dipergunakan untuk menentukan prediksi nilai variabel terikat
dalam hal ini adalah kinerja anggaran, namun jika belum memenuhi asumsi
teoritis, maka persamaan analisis regresi berganda tidak dapat digunakan
sebagai prediksi nilai variabel terikat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini
adalah meliputi : uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heterokes-

dastisitas, yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :
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a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) bahwa langkah awal yang harus dilakukan
oleh setiap analisis multivariat, khususnya jika tujuannya adalah inferensi jika
terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan
independen. Untuk melakukan pengujian normalitas maka ada 2 cara
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
cara analisis statistik dan analisis grafik. Dimana dalam penelitian ini maka
untuk melakukan pengujian normalitas secara statistik maka akan dilakukan
pengujian normalitas dengan metode one sample kolmogorov-smirnov dengan
menggunakan taraf signifikan 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika
signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan
hasil test normalitas dengan menggunakan metode one sample kolmogorov-
smirnov melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized

Residual
N 112
Normal Parameters®®  Mean .0000000
Std. Deviation .29703260
Most Extreme Absolute .056
Differences Positive .040
Negative -.056
Test Statistic .056
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olahan data SPSS
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Berdasarkan Tabel 4.17 yakni hasil uji normalitas dengan menggunakan
one sample Kolmogorov smirnov test maka diperoleh nilai sig = 0,200 > 0,05,
hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan dalam
pengujian regresi memiliki distribusi yang normal, alasannya karena memiliki

nilai sign. > 0,05.

Kemudian pengujian normalitas dengan cara grafik dapat disajikan

grafik normalitas p-plot yang digambarkan sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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Gambar 4.2
Diagram Normal P-P Plot of Regression

Sumber : Lampiran SPSS release 24

Dari gambar tersebut di atas yakni penyajian diagram normal P-plot,

yang dilakukan dengan deteksi melalui penyebaran data (titik) menyebar
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di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi

yang dilakukan sudah memenuhi standar normalitas.

b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal
antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel
penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang
berada di luar model. Menurut Agus (2010:78) yang menyatakan jika nilai
variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari
multikolineritas.

Berikut ini akan disajikan hasil olahan data uji multikolineritas dengan
menggunakan SPSS release 24 antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi
penyusunan anggaran yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolineritas

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Akuntabilitas .698 1,432
Transparansi .730 1,369
Partisipasi Penyusunan Anggaran .801 1,249

Sumber : Lampiran SPSS release 24

Berdasarkan Tabel 4.18 yakni hasil uji multikolineritas maka diketahui
bahwa nilai VIF tidak ada yang melebihi dari 10 dan nilai tolerance seluruh
variabel di atas 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang

digunakan tidak terjadi multikolineritas.
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c. Uji Heterokesdastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model
regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak
adanya gejala heteroskedastisitas.

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan, dimana dalam
penelitian ini dengan melihat pola grafik regresi. Hasil uji heterokesdastisitas
antara akuntabilitas , transparansi, dan partisipasi penyusunan anggaran dalam
kaitannya dengan kinerja anggaran pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

Luwu Timur yang ditunjukkan pada grafik scatterplot berikut ini :

Scatterplot
Dependent Variable: Kinerja Anggaran
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Gambar 4.3
Scatterplot

Sumber : Hasil olahan data SPSS
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Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak
serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka O pada sumbu Y. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heterokedastisitas
sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel Kkinerja

anggaran.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas (akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi penyusunan anggaran) terhadap variabel terikat
(kinerja anggaran) maka digunakan persamaan regresi berganda yang bertujuan
untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel
dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan, dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut :

Y =bo+biX1+b2Xz+hsXs+e

Dari hasil persamaan regresi di atas, maka untuk lebih jelasnya akan
disajikan hasil olahan data regresi dengan menggunakan sistem komputerisasi
program SPSS release 24 atas variabel akuntabilitas , transparansi dan
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dapat dilihat melalui tabel

berikut ini :
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Tabel 4.19. Hasil Olahan Data Persamaan Regresi atas Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap

Kinerja Anggaran

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) .659 .359 1.839  .069
Akuntabilitas 181 .087 168 2.080  .040
Transparansi .265 .067 312 3.941 .000
Partisipasi Penyusunan 420 075 422 5.589 .000
Anggaran

R = 0,712

R? = 0,507

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan tabel tersebut di atas yakni hasil olahan data SPSS versi 24

maka dapat disajikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :

Y = 0,659 +0,181X1 + 0,265X2 + 0,420X3

Untuk lebih jelasnya hasil persamaan regresi dapat diinterprestasikan

sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta (bo) sebesar 0,659 yang artinya dengan adanya

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran maka

kinerja anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar

0,659.

2. Koefisien regresi (b1) sebesar 0,181 yang diartikan bahwa akuntabilitas

berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, yang artinya bahwa dengan

adanya kenaikan akuntabilitas maka kinerja anggaran akan meningkat

sebesar 0,181%.
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3. Koefisien regresi (b2) sebesar 0,265 yang diartikan bahwa transparansi
berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, yang artinya bahwa dengan
adanya kenaikan transparansi maka akan dibarengi dengan peningkatan
kinerja anggaran sebesar 0,265%.

4. Koefisien regresi (bs) sebesar 0,420 yang diartikan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
anggaran, dimana semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka
kinerja anggaran akan semakin meningkat sebesar 0,420%.

Dari hasil persamaan regresi maka dapat diketahui bahwa variabel yang
paling dominan berpengaruh terhadap Kkinerja anggaran pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah partisipasi penyusunan anggaran.

Kemudian untuk mengetahui keterkaitan hubungan atau korelasi antara
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap
kinerja anggaran maka dapat dilihat dari nilai korelasi dan koefisien
determinasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koefisien korelasi atau nilai R = 0,712 yang menunjukkan bahwa
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran
mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat terhadap kinerja anggaran
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, alasannya karena nilai R
mendekati 1.

2. Nilai koefisien determinasi atau R? = 0,507 yang menunjukkan bahwa
persentase variasi sumbangan pengaruh kinerja anggaran sebesar 50,7%

dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan
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anggaran, sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas dua
pengujian, yakni : uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran dalam kaitannya dengan
Kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pengujian
parsial dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikan dengan
nilai standar. Apabila nilai sign. lebih besar dari nilai standar berarti
memberikan pengaruh yang signifikan.

Dari hasil pengujian parsial maka untuk lebih jelasnya dapat diuraikan
satu persatu sebagai berikut :

1) Pengaruh Parsial Akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada
Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Dari table 4.19 maka diperoleh nilai sign. untuk akuntabilitas sebesar
0,040, karena nilai sign. 0,040 < 0,05 (nilai yang sudah distandarkan)
maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap

kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
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2) Transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tabel 4.19 maka diperoleh nilai sign. untuk transparansi sebesar 0,000,
karena nilai sign. 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa transparansi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3) Partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja anggaran pada
Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Hasil pengujian parsial sebagaimana pada tabel 4.19 maka diperoleh nilai
sign. untuk partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,000, karena nilai
sign. 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b. Uji Serempak (uji F)

Uji serempak atau uji F, digunakan untuk menguji apakah akuntabilitas,
transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh secara
serempak atau bersama-sama terhadap kinerja anggaran pada Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pengujian serempak (uji F) dapat
dilakukan dengan membandingkan antara nilai sign. dengan nilai standar.
Apabila nilai sign. lebih kecil dari nilai standar, berarti memberikan pengaruh
secara serempak atau bersama-sama. Hasil pengujian secara serempak dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.20. Hasil Pengujian secara Serempak

Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 10.064 3 3.355 36.994 .000P
Residual 9.793 108 091
Total 19.857 111

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Penyusunan Anggaran, Transparansi,
Akuntabilitas

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka pengujian dilakukan
dengan melihat taraf signifikansi, dimana diperoleh nilai signifikan = 0,000,
karena nilai signifikan 0,000 < 0,05 (nilai yang sudah distandarkan), maka
dapat dikatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan
anggaran mempunyai pengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap

kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil persamaan regresi maka ditemukan bahwa akuntabilitas |,
transparansi, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah di
Kabupaten Luwu Timur, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Kantor
Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur

Dari hasil persamaan regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi
sebesar 0,181, yang berarti bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh

positif terhadap kinerja anggaran, selain itu memiliki nilai sign. 0,040 <
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0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan
terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten
Luwu Timur.

Menurut Anggarini dan Puranto (2010:24) bahwa akuntabilitas
mengacu pada adanya kewajiban bagi pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab-
nya kepada pihak pemberi amanah yang menilai hasil dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hasil temuan secara emprik di lapangan menemukan bahwa
akuntabilitas sudah tinggi atau baik, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata
instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah menerapkan
SOP dalam pelayanan publik, Penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah
sesuai dengan visi dan misi dimana setiap pegawai diberikan tugas dan
tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan, Pimpinan atau atasan secara
langsung selalu rutin melakukan pemantauan atau monitoring atas proses
dan laporan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan Kkinerja
pegawai, Pengawasan anggaran sudah dilakukan dengan baik, kemudian
laporan pertanggungjawaban anggaran selalu disajikan secara tepat waktu
serta adanya pengawasan proses dan laporan pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah, sehingga dengan baiknya akuntabilitas perusahaan

maka akan meningkatkan kinerja anggaran.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Setyaningrum (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran, sedangkan Adiwirya dan
Sudana (2015) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja anggaran.

. Pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Kantor
Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur

Hasil analisis koefisien regresi maka diperoleh hasil koefisien regresi
untuk transparansi sebesar 0,265 yang berarti bahwa transparansi
berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah
Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu memiliki nilai sign. 0,000 <
0,05, hal ini berarti bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu
Timur.

Menurut  Mardiasmo (2010:30) bahwa transparansi berarti
keterbukaan openness pemerintah dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-
pihak yang membutuhkan informasi. Ini berarti bahwa kebijakan dalam
penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel
yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh
karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi
dapat dengan mudah diketahui oleh publik.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maka diperoleh temuan

empirik bahwa penyusunan anggaran oleh Pemerintah Daerah harus
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dilakukan secara tepat, jelas dan terbuka, kemudian masyarakat selalu
mengharapkan pengungkapan kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja
yang dicapai oleh Pemerintah Daerah, serta penyajian informasi keuangan
dalam penyusunan anggaran kepada publik sudah dilakukan secara
transparan, sehingga dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh
kantor pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur terhadap anggaran yang
dilakukan maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja anggaran yang
bermanfaat terhadap masyarakat atau publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Setiyaningrum (2017) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Kemudian Adiwirya dan Sudana
(2015) bahwa transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis
Kinerja.

. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja

Anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu
Timur

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh
koefisien regresi sebeasr 0,420, selain itu memiliki nilai sigm. 0,000 < 0,05,
hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran pada
Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Menurut Bagus (2010:19) mengemukakan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama oleh

dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki
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dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Hasil penelitian
yang dilakukan diperoleh temuan empirik di lapangan bahwa pimpinan
instansi harus memiliki alasan yang jelas saat melakukan revisi anggaran
yang telah ditetapkan selama ini, kemudian setiap pimpinan Instansi
pemerintah dituntut melibatkan pegawai dalam penyusunan anggaran tanpa
ada diskriminatif sehingga pegawai termotivasi dalam penyusunan
anggaran. Kemudian untuk menghasilkan anggaran berbasis kinerja, maka
perlu ditunjang oleh adanya kontribusi atau peran dari setiap pegawai
dalam penyusunan anggaran, begitu pula bahwa setiap pegawai diharapkan
dapat menyampaikan pendapat atau gagasan dalam penyusunan anggaran,
serta perlu frekuensi pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan
anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Anwar dan Sumiati (2014), hal ini menunjukkan bahwa partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja aparat
pemerintah daerah. Kemudian penelitian Wibowo (2017) vyang
menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja.

D. Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka adapun implikasi atau
konsekuensi dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Atau dengan kata lain
kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian dapat diuraikan

sebagai berikut :
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1. Implikasi Teoritis dalam Penelitian
Implikasi  teoritis dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi penyusunan anggaran, serta kinerja
anggaran dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu akuntansi
pemerintahan.
2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan dalam menjelaskan perbedaan penelitian dari setiap
variabel yang diteliti. Selain itu Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
dalam upaya meningkatkan kinerja anggaran maka perlu memperhatikan
aspek-aspek yang mempengaruhi Kinerja anggaran, seperti : Akuntabilitas,
transparasi, serta partisipasi penyusunan anggaran baik untuk saat ini maupun

untuk masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil

analisis yaitu sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kkinerja
anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur,
dimana apabila akuntabilitas meningkat maka akan mempengaruhi
peningkatan kinerja anggaran.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kkinerja
anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur,
dimana apabila transparansi meningkat maka akan mempengaruhi
peningkatan kinerja anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur, dimana apabila partisipasi penyusunan anggaran
ditingkatkan maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja anggaran
pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dari hasil pengujian regresi maka diketahui bahwa variabel yang
dominan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah partisipasi

penyusunan anggaran.
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B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil

penelitian ini, maka disarankan :

1)

2)

3)

Disarankan agar perlunya setiap pegawai yang terlibat langsung dalam
penyusunan anggaran pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur untuk  meningkatkan akuntabilitas atau  memberikan
pertanggungjawaban atas penyusunan anggaran yang dilakukan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja anggaran pada Kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka disarankan agar setiap pegawai
yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran untuk transparan
atau terbuka dan jujur dalam memberikan informasi kepada publik atau
masyarakat.

Disarankan untuk lebih meningkatkan kinerja anggaran pada Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka setiap pegawai yang
terlibat langsung dalam penyusunan anggaran agar diharapkan untuk
berpartisipasi langsung dalam setiap penyusunan anggaran yang

dilakukan oleh Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
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